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KEP TUSAN MENTEftl KESEHATAN REPUBLIK IN'DONESIA I NOMOR ,086/MENKES/SK/XI/2009 ' 

l TENTANG 

PI EDOMAN PELA,SANAAN PENUGASAN KHU,SUS 
SUMBER D,4YA MANUSIA KESEHATAN 

I MENTERI KESE~ATAN REPUBLIK INDONESJA, 

bahwli. sebagai pelaks~1 naan Peraturan Menteri Kes~hatan nomor 1231 tahun 
2007 tentang Penuga an Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu 
ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang I Pedoman Pelaksanaan 
Penugasan Khusus Su ber Daya Manusia Kesehatan 

I 
1. U,ndang-Undang N mor 8 Tahun 1974 tentang P~kok-pokok Kepegawaian 

( embaran Negara epublik Indonesia Tahun 19t 4 Nomor 55, Tambahan 
L~mbaran Negara epublik Indonesia Nom or 3(!)41 ), sebagaimana telah 
dipbah dengan Und ng-Undang Nomor 43 Tahun 11 999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Rf publik Indonesia omor 3890); 

2. U('ldang-Undang imor 17 Tahun 2003 ten~ng Keuangan Negara 
(L'~mbaran Negara epublik Indonesia Tahun 20 ··.3 Nomor 47, Tambahan 
Ll mbaran Negara publik Indonesia Nom or 4286~; 

3. U~dang-Undang N~or 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara 
(L!:lmbaran Negara epublik Indonesia Tahun 20p4 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 4355]; 

4. U~dang-Undang N~mor 29 Tahun 2004 Tent~ng Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 4431 1; 

5. Undang-Undang N~or 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintahan Daerah, 
sepagaimana telah iubah dengan Undang-Unda Nomor 8 Tahun 2005 
Tertang Penetapa Peraturan Pemerintah Pe~ ganti Undang-Undang 
Nd,mor 3 Tahun 200 Tentang Perubahan atas Un ang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjad Undang-Undang; 

6. Un~ang-Undang Nofor 33 Tahun 2004 tentang erimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat an Daerah (Lembaran Neg ra Republ ik Indonesia 
Ta~un 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia 
Nofnor 4438); r 

7. un6ang-Undang No~or 36 Tahun 2009 tentang j Kesehatan (Lembaran 
Ne~ara Republik lnd nesia Tahun 2009 Nomor 141.·. ' Tambahan Lembaran 
Negara Republik lnd nesia Nomor 5063); } 

8. Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pelil1erintahan Daera Kabupaten/Kota; 

9. KeJ:Dutusan Presiden omor 37 Tahun 1991 tentan Pengangkatan Dokter 
Seijagai Pegawai Tid k Tetap selama Masa Bakti; 

I 

v 
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Kesatu 

I 
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10. ~eputu~an Pres1di ~omor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan 
~ebaga1 Pega~a T1dak Tetap sebagaiman~ telah diubah dengan 
~eputusan Pres1d Nomor 77 Tahun 2000; i 

11 . ~eraturan Presid* Nomor 9 Tahun 2005 te~tang Kedudukan, Tugas, 
~ungsi, .susunan . rganisasi , d~n Tata Kerja Ke~enterian Negara Republik 
l\)dones1a, sebaga1 ana telah d1ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 
Tjahun 2006; 1 j 

12. Fferaturan Presidet Nomor 78 Tahun 2005 ten,tang Pengelolaan Pulau-
Rulau Kecil Terluar ! 
I ! 

13. ~eputusan Bersam~ Menteri Pertahanan Keaman~. n dan Menteri Kesehatan 
~omor 1122/Men es/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang 
~erjasama Pembi an Kesehatan dalam Rangkh Pertahanan Keamanan 
Negara· l 

I I ! 
I l 

14. ~eputusan Mentei· Kesehatan Nomor 1207l.A!MENKES/SKNIII/2000 
t ntang Pendayagu aan Dokter Spesialis dan Dokter Gig i Spesialis; 

15. P raturan Menteri esehatan Nomor 1199/MEN~ES/PER!X/2004 tentang 
Pedoman Pengad an Tenaga Kesehatan den9an Perjanjian Kerja di 
Skrana Kesehatan ilik Pemerintah; : 

I . ' 
16. Peraturan Menteri esehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang 

O~ganisasi dan T a Kerja Departemen Keseh~tan sebagaimana telah 

~r~5~~ENK~~~~~n XII!Jo~;turan Menteri ' Kesehatan Nomor 

17. P~raturan Menteri esehatan Nomor 512/MENK S/PER/IV/2007 tentang 
lzin Praktik dan Pel sanaan Praktik Kedokteran; 

I 

18. Peraturan Menteri esehatan Nomor 949/MENK /PERNIII/2007 tentang 
Kri teria Sarana Pe yanan Kesehatan Terpencil . dan Sangat Terpencil , 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan M nteri Kesehatan Nomor 
1239/MENKES/PER Xll/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 49/MENKES/PERNIII/2007 entang Kriteria Sarana 
Pelayanan Kesehat Terpencil dan Sangat Terpe cil ; 

19. P~raturan Menter.i lsehatan Nomor 1231/MENK S/PER/XI/2007 tentang 
Penugasan Khusus umber Daya Manusia Keseha ,an; 

20. KJputusan Menteri esehatan Nomor 1235/MEN~ES/SK/XII/2007 tentang 
Pdmberian lnsentif Bagi Sumber Daya Ma~sia Kesehatan yang 
MJiaksanakan Penu asan Khusus; 

21 . Peraturan Menteri lsehatan Nomor 535/MENKdstPERNI/2008 tentang 
Prbgram Pemberian antuan Pendidikan Bagi Pes4rta Program Pendidikan 
otter Spesialis/D kter Gigi Spesialis DalarTJ Rangka Percepatan 
Pel ingkatan Akses n Mutu Pelayanan Medik Spefialistik. 

I lttEMUTUSKAN I 

KEPUTUSAN MENTE~I KESEHATAN REPUBLIK if'JDONESIA TENTANG 
PEDOrylAN PELAKSA'lAAN PENUGASAN KHUSIJS SUMBER DAYA 
MANUSIA KESEHATAN.' 

I 
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Pe~oman Pelaksanadn Penugasan Khusus Sumbe~ Daya Manusia Kesehatan 
sellagaimana dimak4ud dalam diktum kesatu, t~rcantum dalam Lampiran 
Kequtusan ini. ! 
Pe1oman sebagaima'a dimaksud dalam diktum ked~a agar digunakan sebagai 
acuan dalam Pelai<J>anaan Penugasan Khusus ! Sumber Daya Manusia 
Ke, ehatan. I 
Pe~binaan dan penlawasan pelaksanaan pedo~an ini dilaksanakan oleh 
Me teri Kes.ehatan, Dinas Kesehatan Propinsj/Kabupaten/Kota dengan 
me gikutsertakan org nisasi profesi dan instansi ter~!a it. 

Kep tusan ini mulai b rlaku sejak tanggal ditetapkan.l 

J 

I Ditetapkan di Jakarta 

, pad a tanggal 19 Nopember 2Q09 

t'fe~ ' 

dr. Endang Rahayu Sedyani gsih, MPH, Dr.PH 
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Lampi ran 
Keputusan Menteri [Kesehatan 
Nomor : 1 086/~ENKES/SKIXI/2009 
Tanggal : 19 Nopr mber 2009 

f EDOMAN PELAtSANAAN PENUGASAN KHJSUS 
SUMBER DtYA MANUSIA KESEHATAN I 

PENDAHULUAr 

Latar Belakang I 
PembangJnan bidang kes atan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemampuan hidLp sehat bagi seti p orang agar tercapai derajat t~esehatan yang setinggi

tingginya sebadai salah satu u sur kesejahteraan sebagaim~na diamanatkan dalam 

pembukaan Un ang-Undang Da ar Negara Republik lndon, sia Tahun 1945. Oleh 

karenanya setiaf warga negara rus dapat menjangkau dan 1ijangkau oleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu. 
' 

Untuk mej ujudkan pelayana kesehatan yang bermutu da tersedia secara adil dan 

merata maka harus didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan dana dan sumber daya 

manusia (SDM) Kesehatan yang memadai. Pada daerah ter encil, sangat terpencil , 

daerah tertingga ' serta daerah b cana/rawan bencana atau rran konflik, pulau-pulau 

kecil terluar, daerah perbatasan erta pada daerah yang kurj ng diminati, umumnya 

masyarakat masih kesulitan mem eroleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Selain 

fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, SDM Kesehatan yang melayani juga 

masih terbatas b~ ik mutu, jumlah upun jenisnya. 
I 
I , 

Berbagai kendala dalam pen diaan dan pemenuhan kebut . han SDM Kesehatan di 

daerah tersebut Jntara lain terbata nya formasi pengangkatan Ca on Pegawai Negeri Sipil 
I 

(CPNS), belum tersedianya instit i pendidikan untuk jenis ten ga kesehatan tertentu, 

kurang atau belur adanya imbala atau insentif yang menarik, r tensi tenaga kesehatan 

rendah, serta r anajemen SDM Kesehatan yang belum · emadai (perencanaan 

kebutuhan, rekrutmen dan sel ksi, penempatan/distribusi, pengembangan karir, 

pembinaan serta engawasan baik erhadap keberadaan/kehadir maupun kinerja SDM 

Kesehatan di tempat tugasnya) . 

Untuk men~atasi kendala te~ebut diperlukan upaya terobbsan berupa intervensi 

jangka panjang di n intervensi jan a pendek. lntervensi jangka anjang ditujukan pada 

dukungan terhad1p berbagai sistem , ermasuk diantaranya perbaik n sistem manajemen 
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I 
SDM Kesehatan (perencanaan pengadaan, pendayagunaa~ serta pembinaan dan 

:engawa~~n) + rta dukungan ~r anisasi. prof~.si dan pemberdf yaan masyarakat. Untuk 

tntervenst jangk(a pendek, selat melalut kebtjakan penempatj n Pegawai Tidak Tetap 

(PTT) tenaga medis dan bida , Menteri Kesehatan telah l.mengeluarkan kebijakan 

penugasan khu us SDM Keseha n untuk ditempatkan di fasil1tas pelayanan kesehatan 

daerah terpenci
1
, sangat terpenci tertinggal, perbatasan, pula~-pulau kecil terluar, tidak 

diminati, rawan bencana/mengal i bencana dan konflik sosiJI. Penugasan khusus ini 
I 

ditujukan untuk pemenuhan kebu han fasil itas pelayanan kesei atan terutama akan jenis 

tenaga kesehat~n tertentu dalam ngka waktu tertentu. Mengin~at tidak mudah merekrut 

SDM Kesehata~ untuk ditempatk n di daerah tersebut serta pemtingnya kesinambungan 

dalam pelaksan I annya, maka dip lukan adanya pedoman pelak~anaan . 
I 

2. Tujuan 

2.1. Tujuan Umulil1 

Pedoman ini disusun denganfjuan sebagai acuan bagi s luruh pihak yang terkait 

dalam pelak anaan penempat SDM Kesehatan melalui pen gasan khusus di daerah 

terpencil , sa gat terpencil , t inggal, perbatasan, pulau-p lau kecil terluar, tidak 

diminati, rawan bencana/meng lami bencana dan konflik sosi . 

2.2. Tujuan Khus~s 
a. Sebagai bcuan dalam me encanakan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan 

I 
jenis, kualifikasi dan jumlah serta menentukan lokasi dan jenis fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk masa pen gasan tertentu. l 
b. Mengatur mekanisme pelak anaan baik secara teknis maur un administrasi disertai 

kejelasan \hak dan kewajiba para pihak yan.g terkait. ' . 

c. Sebagai acuan dalam pel , sanaan pembmaan, pengawr san dan pengendahan 

serta pelaboran. , 

3. Ruang Lingkup 
1 

lsi pedoman ini m~ncakup : 
1. Penugasan ~husus SDM Kesiatan; 

2. Pengelolaar'\ Program Penuga an Khusus SDM Kesehatan; 

3. Penugasan khusus Dokter Sp sialis/Residen Senior; 

4. Pembinaan, Pengawasan, Pe endalian, dan Pelaporan; 

5. Penutup. ! 
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4. Sasaran I 
Sasaran dari P, doman Pelaksana n Penugasan Khusus SDM K~sehatan adalah: 

1. Pemerintah pusat dan daer 

2. Fasilitas ~elayanan Keseha n Pemerintah; 

3. lnstitusi PTndidikan Tenaga esehatan; 

4. Lembaga Swadaya Masyara at; 

5. Organisas Profesi; 

6. SDM Kesehatan. 

5. Pengertian 

Dalam Pedoman ini yang dimaksu 

1. Penugasa Khusus adalah endayagunaan secara khusu~ Sumber Daya Manusia 

Kesehatan dalam kurun ktu tertentu guna mening~atkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan di fa ilitas pelayanan kesehatan ~ang berada di daerah 

terpencil, sang at terpencil, t rtinggal , perbatasan, pulau-p l lau kecil terluar, daerah 

yang tidak diminati, daerah r an bencana/mengalami bene na dan konflik sosial. 

2. Sumber oJya Manusia Kese atan yang selanjutnya disebu · SDM Kesehatan adalah 

tenaga ke~ehatan profesi an non profesi serta tenag pendukung/penunjang 
l 

kesehatan, ,yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dlrinya dalam upaya yang 

bertujuan untuk meningkatka kesehatan masyarakat. 

3. Residen Senior adalah dokte /dokter gigi yang sedang me empuh pendidikan klinis 

yang khusui dan sudah mem suki tahap akhir pendidikan d rumah sakit pendidikan, 

rumah sakit jejaring pendidi an ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh 

Departemern Kesehatan. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Residen Senior Pasca Jenja g I Program Pendidikan Dok er Spesial is/Dokter Gigi 

Spesialis f ang selanjut a disebut PPDS/PPDGS .adalah residen yang 

mendapatkan bantuan pen idikan dokter spesialis/dokt'er gigi spesialis dari 

Departeme Kesehatan yang lah menyelesaikan pendidika · jenjang 1. 

Jenjang 1 Jdalah suatu jenja g dimana peserta PPDS/PP GS mampu menguasai 

kompetensi dapat menanga kasus-kasus yang umum, ama pendidikan untuk 

menempuh jenjang 1 berkisar ntara 2 sampai 3 tahun. 

Tenaga Mit+ Spesialis adalah tenaga kesehatan lulusan Dip pma IV yang diperlukan 

sebagai pen amping dalam m laksanakan pelayanan medik pesialistik. 

Daerah terprncil adalah daer yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti 

keadaan ge6grafis (kepulauan pegunungan, daratan, hutan dan rawa) , transportasi 

dan sosial budaya. 
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8. Daerah s~ngat terpencil ad lah daerah yang sangat sulit ~ijangkau karena berbagai 

sebab seJ.erti keadaan geo afis (kepulauan, pegunungan,ldaratan, hutan dan rawa), 

transportal i dan sosial buda a. \ 

9. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang 

dibanding~an daerah lain da m skala nasional dan berpen~uduk relatif tertinggal. 

10. Daerah p rbatasan negara adalah daerah dalam wilaya~ NKRI yang berbatasan 

langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga\ baik perbatasan darat 

maupun 1 ut. Perbatasan a rat yaitu perbatasan sepanr· ang garis batas daerah 

(kabupate /kota/kecamatan) dan entry point; sedangkan perbatasan laut adalah 

Kabupate Kota yang mem unyai wilayah laut yang berb tasan langsung dengan 

negara tet ngga dan cluster ulau-pulau kecil disekitar 92 p~lau kecil terluar. 

11 . Pulau-pula kecil terluar ad ah pulau dengan luas area kprang atau sama dengan 

2000 km2 yang memiliki titi dasar koordinat geografis ya~g menghubungkan garis 

pangkalla t kepulauan sesu i dengan hukum internasional an nasional. 

12. Daerah ra an bencana da konflik sosial adalah daerah yang sering mengalami 

bencana alam dan konflik osial sehingga menyebabka terganggunya kegiatan 

pembangu1! an sosial dan eko omi. 

13. Daerah ya g tidak diminati a alah daerah yang selalu tidak menjadi pilihan bertugas 

bagi tenag kesehatan atau aerah yang tidak memil iki te aga kesehatan dengan 

berbagai sJbab. 

14. Lembaga f wadaya masyar1kat adalah sebuah organis~s i yang didirikan oleh 

peroranganiataupun sekelom~ok orang yang secara sukarel~ memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 1 

15. Kontrak ad 
1
rah perikatan anta a pengguna barang/jasa deng n penyedia barang/jasa 

dalam pela sanaan pengadaa barang/jasa. 

16. Pengadaan jasa adalah giatan pengadaan jasa ang dibiayai dengan 

APBN/APB , baik yang dil sanakan secara swakelola aupun oleh penyedia 

jasa/kontrak 

17. Fasilitas peiayanan kesehatal adalah suatu alat dan/atau empat yang digunakan 

untuk menJ~Ienggarakan up ya pelayanan kesehatan , b ik promotif, preventif, 

kuratif ma~~un rehabilitatif y ng dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau m+ yarakat. 
1 

18. Alat keseht tan adalah instrfen, aparatus, mesin dan/a au implan yang tidak 

mengandun~ obat yang digun kan untuk mencegah, mendia, nosis, menyembuhkan 

dan meringankan penyakit, erawat orang sakit, memul hkan kesehatan pada 
I 

manusia, da~/atau membentuk struktur dan memperbaiki fung i tubuh. 
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19. Perbekal, n kesehatan ada h semua bahan dan peralat~n yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan upaya k sehatan. \. 

20. Sediaan f~rmasi adalah oba bah an obat, obat tradisional , dan kosmetik. 

21 . Rumah s1kit Bergerak (Mo i/e H~spita~ adalah fasilitas ~esehatan yang siap guna 

dan bersit1t sementara dala jangka waktu tertentu dan df pat dipindahkan dari satu 

lokasi ke lbkasi lain di daera tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan 

dalam ra~gka penyelengg raan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang 

dilaksana+ n selama 24 j melalui pelayanan rawat \nap, rawat jalan, gawat 

darurat/pelayanan darurat d pelayanan tindakan medik lainnya. 

22. Kompeten~ i adalah seperan kat tindakan cerdas dan pen~h tanggung jawab yang 

dimiliki se+ orang sebagai s rat untuk dianggap mampu .ol~h masyara~at dan diakui 

oleh yang erwenang dalam elaksanakan tugas-tugas dr qrdang pekeqaan tertentu. 
l 

23. Sertifikat Kompetensi adala sertifikat yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi 

masing-m+ ing bidang spe alisasi sebagai tanda bahwJ peserta PPDS/PPDGS 

telah menyelesaikan tahapa pendidikan tertentu dan m miliki kompetensi dalam 

pemaham~n ataupun pelaks aan tindakan medik spesialisl k tertentu. 

24. Surat Tan~a Registrasi (S R) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil 

Kedoktera I Indonesia kepad dokter dan dokter gigi yang tetah diregistrasi. 

25. Surat ljin Praktik (SIP) ad lah bukti tertulis yang dibJ ikan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota kepada dok r/dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk 

menjalankan praktik kedokter n. 

26. Mitra kerjaf ama adalah ins usi pendidikan atau pihak wasta/insitusi/organisasi 

profesi/org~nisasi masyarak yang mampu menyediakan SDM Kesehatan yang 

diikat dalarrt perjanjian kerjas a atau kontrak. 
l 

27. Retensi adalah kemauan unt k tetap bertugas dan tinggal enetap di lokasi tugas 

dalam jangka waktu tertentu. 

PENUGASAN K ~USUS SDM KESEJHATAN 

Kebijakan PenuJ san Khusus SO Kesehatan 

1.1. Penugasan khusus SDM Ke ehatan ditujukan untuk me enuhi kebutuhan SDM 

1.2. 

Kesehatan tertentu yang b sifat jangka pendek dan 

kebijakan pj menuhan kebut an SDM Kesehatan jangka 

meningkatkan pemerataan ak es masyarakat terhadap pel 

berkualitas. \ 

Distribusi S~M Kesehatan m lalui penugasan khusus dipri 

pelayanan k+sehatan di daera terpencil, sang at terpencil , da 

erupakan bagian dari 

panjang dalam rangka 

yanan kesehatan yang 

ritaskan pada fasilitas 

rah tertinggal, serta 
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daerah bet
1
ncana/rawan bencJana atau ra~a~ ko.nflik, pulau-Fulau kecil terluar, daerah 

perbatasa serta daerah ycf,g kurang d1m1nat1, yang menga!ami kekosongan SDM 
I 

Kesehata tertentu. 

SDM Kesehatan yang m laksanakan penugasan khusus di daerah dengan 

penetapal Departemen K ehatan diberikan biaya perj~lanan dan insentif dari 

Oepartem n Kesehatan dit bah insentif maupun fasilita~ lainnya dari Pemerintah 

Daerah se empat sesuai per turan/kemampuan daerah ma~ing-masing . 

SDM Kej ehatan yang m laksanakan penugasan khubus di daerah dengan 

penetapanl oleh Pemerintah aerah diberikan biaya perjal~nan dan insentif maupun 

fasilitas Ia nnya dari Peme ntah Daerah setempat sesu6i peraturanlkemampuan 
] 

daerah masing-masing. 

1.5. Pemberiaiinsentif diharap n mampu menarik minat d~1 
n meningkatkan retensi 

SDM Kesel atan di fasilitas elayanan kesehatan daerah t rpencil , sangat terpencil, 

daerah te! nggal, serta dae h bencana/rawan bencana a au rawan konflik, pulau

pulau keci~[erluar, daerah pe batasan serta daerah yang kurlang diminati. 

Perencanaan Perugasan Khusu SDM Kesehatan I 

2.1. Perencanabn Kebutuhan 

Perencana~n kebutuhan pe gasan khusus SDM Keseha~n disusun berdasarkan 

hasil dari yerifikasi data da ana lis is kebutuhan SDM . esehatan pad a fasilitas 

pelayanan 1esehatan yang di sulkan oleh Dinas Kesehatan . ropinsi/Kabupaten/Kota 

kepada Badan Pengemban an dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan. 

Rencana l<ebutuhan yang iusulkan oleh daerah haru~ disertai dengan data 

ketersediaar fasilitas pelaya n kesehatan, alat kesehata~serta fasil itas lain bagi 

SDM Kese~atan yang akan d ugaskan. Perencanaan kebut han penugasan khusus 

SDM Kese~atan di daerah dik ordinasikan oleh Dinas Keseh, tan Propinsi. 

2.2. Perencanaj n Anggaran 

Perencana~n Anggaran Pentasan Khusus SDM Keseha n merupakan rencana 

anggaran Y.ang dibutuhkan ntuk menyelenggarakan p ugasan khusus SDM 

Kesehatan mulai dari per ncanaan, pengelolaan, pe binaan, pengawasan, 

2.3. 

pengendalia dan pelaporan. . 

Perencana+ Pendayagunaat) 

Perencanaar pendayagunaalmerupakan rencana distribus SDM Kesehatan yang 

akan didayagunakan untuk lakukan upaya pelayanan k sehatan dalam rangka 

pemenuhan ebutuhan SDM sehatan di daerah terpencil , s ngat terpencil , daerah 
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~ 
tertinggal, lserta daerah ben ana/rawan bencana atau rawah konflik, pulau-pulau kecil 

terluar, d~erah perbatasan s rta daerah yang kurang dimin~ti. 
Ketentuan Pelaksanaan Penuga an Khusus SDM Kesehatan 

3.1. Jenis, Ku lifikasi dan Jumla SOM Kesehatan 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

a. Jenis, kualifikasi dan ju lah SOM Kesehatan yang ditugaskan mengacu pada 
! 

kebutu an minimal ses i dengan standar yang tela~ ditetapkan oleh Menteri 

b. SOM esehatan yang dit gaskan diutamakan berasal d~ri daerah setempat. 

Kriteria Lo asi dan Jenis Fa litas Pelayanan Kesehatan \ 

Lokasi pe~ugasan diutama an pada fasilitas pelayana~ kesehatan pemerintah, 

dengan kri,eria sebagai berik t: 

a. Puskesmas/Puskesmas embantu (Pustu): lokasi san at terpencil, pulau-pulau 

kecil t+ uar, perbatasan terpencil/sangat terpencil, ra an bencana dan konflik 

sosial ~erta daerah yang urang diminati; · 

b. Rumah '· Sakn Kelas C di abupaten terpencil/sangat ter~ .. encil dan atau tertinggal , 

yang t lah memiliki fasil as pelayanan kesehatan, alat kesehatan, perbekalan 

keseha an, sediaan farm i serta fasilitas lain sesuai ke~utuhan tetapi mengalami 

kekoso~gan tenaga medi spesialis tertentu; 

c. Rumah iSakit yang menja · rujukan untuk penanganan b ncana; 

d. Rumah 
1
sakit Bergerak. 

Kriteria da~ Persyaratan SO 

Kriteria dart persyaratan S Kesehatan yang akan dit~gaskan sesuai dengan 

kualitikasi yf ng dibutuhkan. ( 1 

Sumber Pe~biayaan 

Segala biayt.a sebagai pelaks~aan penugasan khusus SO~' Kesehatan dibebankan 

pada Angg ran Belanja Oep emen Kesehatan dan Angg ran Belanja Pemerintah 

Oaerah Pro insi/Kabupaten/ ta serta sumber lainnya yan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan rundang-undangan. 

Koordinasi ~elaksanaan I i 

Pengelolaa1 program penugtsan khusus SOM Kesehatar dikoordinasikan oleh 

Badan PPSo/M Kesehatan. 

Masa Penudasan 

Masa penuJasan khusus ba~ SDM Kesehatan minimal 3 {<tiga) bulan dan dapat 

diperpanjan~ sesuai ketentuan~yang berlaku. ' 
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Ill. PENGELOLAA1 PROGRAM PE~UGASAN KHUSUS SDM KE~EHATAN 
1. Tim Pelaksana I 

Tim Pelaksana di Tingkat Pusatfitetapkan oleh Sekretaris Je!deral atas nama Menteri 

Kesehatan . Ti pelaksana di T gkat Propinsi/Kabupaten/Kot ditetapkan oleh Kepala 

Dinas Kesehata Propinsi/Kabup en/Kota atas nama Gubernur/ upati!Walikota. 

Susunan organi asi Tim Pelaksa terdiri dari: Pengarah, Ketual Sekretaris, Anggota dan 

Sekretariat. 

Tim Pelaksana empunyai tugasfelakukan persiapan, penga~ggaran dan pelaksanaan 

penugasan khu us di lapangan, y ng secara rinci diatur dalam ~putusan penunjukan tim 

pelaksana penu asan khusus SO Kesehatan. 

Dalam rangka embantu kelanca an tugasnya, Ketua Tim Pelal<sana dapat membentuk 

Sub Tim Pelaks na. 

2. Mekanisme Pel ksanaan 

2.1. 

a. Perjan}ian kerjasama ant ra Departemen Kesehatan daT institusi pendidikan 

dan atl u organisasi prof i. 

Pelaksana n penugasan kh!us SDM Kesehatan dilakukan rnelalui: 

lsi perj, njian kerjasama ncakup: 

1) Maksud dan Tujuan 

2) Rua g Lingkup : 

a) 

b) an Seleksi SDM Kesehatan; 

c) enempatan SDM esehatan; 

d) , endayagunaan S M Kesehatan; 

e) enyelesaian Mas Tugas SDM Kesehatan. 

3) Tug s Dan Tanggung awab 

4) Pem iayaan 

5) Tata Cara Pembayara1 

6) Pem inaan, Pengawa n dan Pengendalian 

7) Jang a Waktu 

8) 

9) Pen tup 

Perjanjia kerjasama berlatu u~tuk sekurang-kurangnya 1 .(s~~u) tahun anggaran 

ai kesepakatan p ra p1hak yang mengadakan p~rJanJian . 
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Penug~san secara Ia gsung oleh Departemen 14esehatan kepada SDM 

Kesehktan yang ditunju , utamanya untuk penanggul+gan masalah kesehatan 

di da~rah yang menga mi bencana dan konflik soi ial, dilaksanakan sesuai 

denga~ ketentuan perat an perundang-undangan yan~ berlaku. 

Mekan sme lain dapat erupa kontrak antara Depart~men Kesehatan dengan 

swast institusilorganisa i kemasyarakatan yang mamJu sebagai penyedia jasa 
I 

SDM esehatan melal proses pengadaan jasa, s~suai dengan ketentuan 
i 

n perundang-un ngan yang berlaku. 

lsi kon rak mencakup: 

1) Ma sud dan Tujuan laksanaan Kontrak 

2) Ru ng Lingkup Peke 

a. Proses Rekrutme dan Seleksi SDM Kesehatan; 

b. enempatan SD 

c. endayagunaan M Kesehatan; 

d. enyelesaian Ma Tugas SDM Kesehatan ; 

e. embinaan, Peng wasan, Pengendalian dan Pel. poran. 

3) Rin~ian Kegiatan dan iaya . 

4) Ju lah, Jenis dan Ku lifikasi SDM Kesehatan Serta ~okas i Penugasannya 

5) Out ut dan Target Kin rja Yang Menjadi Tolok Ukur 

6) Jadwal Pelaksanaan giatan 
i 

7) Hakjdan Kewajiban 

8) Pe~iayaan dan Tata J:;ara Pembayaran 

9) Mas Berlaku KontrakJMaksimal Selama 1 Tahun A garan) 

10) San si 

11) Pen . tup 

Proses rekr~tmen dan seleksi DM Kesehatan 

a. Rekrufmen dan seleksi SDM Kesehatan melalui petjanjian kerjasama 

kontraf dilakukan oleh tra kerjasama dengan mempe~hatikan : 

1) l riteria , persyarata dan kelengkapan dokumen. I 

a tau 

2) Jr dwal pelaksanaa rekrutmen dan seleksi SDM esehatan 

3) l ~formasi rencana I kasi penugasan. 

4) ak dan kewajiban inas Kesehatan Propinsi/Kab paten/Kota. 

b. Rekrutmf n dan seleksi SD 

Departe en Kesehatan 

Propinsi . abupaten/Kota d 

Kesehatan melalui penugas n secara langsung oleh 

dapat dilimpahkan kepa . a Din as Kesehatan 

ngan memperhatikan: 
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I Kriteria, persyara n dan kelengkapan dokumenl 

I Jadwal pelaksan n rekrutmen dan seleksi SD1 Kesehatan. 

lnformasi rencan lokasi penugasan. 

Pengajuan usul n untuk penetapan SDM Kesehatan yang akan 

ditugaskan oleh nas Kesehatan Propinsi/Kabu aten/Kota kepada Badan 

PPSDM Kesehat n, selambat-lambatnya 2 (du~ minggu sebelum jadwal 

pemberangkatan OM Kesehatan ke lokasi penL1gasan. 

2.3. Mekanismj Penempatan 

a. Bada PPSDM Keseh an berkoordinasi dengan Sektetariat Jenderal dan Unit 
I 

Utama terkait di lingku gan Departemen Kesehatan :untuk memproses daftar 

nam SDM Kesehata yang akan melaksanakan ~enugasan khusus untuk 

selan utnya ditetapkan leh Sekretaris Jenderal atas n~ma Menteri Kesehatan. 
i 

b. SDM Kesehatan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri 

Kese~atan tentang Pe ugasan Khusus waj ib melak~anakan tugas di lokasi 

penugasan sesuai deng n jadwal yang ditentukan. 

c. Dinas) Kesehatan Propi si/Kabupaten/kota melakukan lr<oordinasi dengan mitra 

kerjal ama dalam pr es pemberangkatan SDM ! Kesehatan ke lokasi 

penugasan. 

I 
2.4. Pendayagur aan 

2.5. 

a. Pemanfaatan SDM Ke ehatan menjadi tanggung 

dengan Bupati/Walikota. 

ab Gubernur bersama 

b. 

c. 

d. 

Pemanfaatan SDM K sehatan dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas 

pelay~nan kesehatan, a t kesehatan , perbekalan kes hatan, sediaan farmasi 

dan f silitas lainnya ses ai dengan standar pelayanan1 yang ditetapkan. Untuk 

spesia is. 

enior juga disertai dengan kdtersediaan tenaga mitra 

kinerja 

bawah 

Penda agunaan SDM esehatan di lokasi penugasat dan penilaian 

yang ersangkutan me jadi tanggung jawab pimpin, n unit kerja di 

koordil asi Kepala Dinas esehatan Kabupaten/Kota. [ 

Pendayagunaan SDM K ehatan yang melaksanakan enugasan khusus harus 

memp~rhatikan kewajib dan hak SDM Kesehatan ebagaimana ditetapkan 
' 

dalam pedoman ini. 

Masa Penudasan 

a. SDM ~esehatan yang tllah menyelesaikan tugas sesuai jangka waktu yang 

ditentu~an, diberikan Sur t Selesai Melaksanakan Penu~asan Khusus (SMPK) 

I 



b. 

oleh p inas Kesehatan ropinsi!Kabupaten/Kota. Bagi Dokter Spesialis/Residen 

Senir , SMPK dikeluar an oleh Direktur Rumah Sakit Lengan tembusan kepada 

Dinal Kesehatan Propi si lokasi penugasan dan Bad a~ PPSDM Kesehatan. 

Perp njangan masa t gas bagi SDM Kesehatan ~elalui proses penilaian 

kiner a dan diusulk oleh Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota atas 

sela 

endasi pimpinan silitas pelayanan kesehatan. 

n perpanjangan masa tugas diterima Badr n PPSDM Kesehatan 

bat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ma~a tugas selesai untuk 

kan oleh Sekreta is Jenderal atas nama Menteri\ Kesehatan. 

3. Kewajiban dan ak 

3.1. Kewajiban~ 
a. Depa emen Kesehatan: 

1) M lakukan analisildan verifikasi data us ulan dari Din as Kesehatan 

Prf pinsi/Kabupaten ota dan RSUD Kabupaten/ , ota untuk penyusunan 

ref cana kebutuha SDM Kesehatan dan pe distribusiannya dengan 

m mperhatikan ke rsediaan SDM Kesehatan yang ada di daerah 

se empat. 

2) M netapkan SDM sehatan yang melaksanakan penugasan khusus dan 

lo asi penempatann a, khususnya yang biayanya rsumber dari APBN. 

3) Ml laksanakan pros persiapan kerjasama/kontrak 

4) M mbayar biaya y g menjadi hak SDM Keseht. tan dan biaya lainnya 

se
1 
uai kesepakatan alam kerjasama/kontrak. { 

5) Memantau proses p laksanaan dan mengevaluas kebijakan pelaksanaan 

pet ugasan khusus M Kesehatan secara berkesi ambungan. 

6) M nyusun laporan h sil pemantauan dan evaluasi. 

b. Dinas esehatan Propins Kabupaten/Kota: 

1) M+ yusun kriteria, umlah, jenis dan kualifikasi SDM kesehatan yang 

dillutuhkan di wilaya ya. • 

2) M~netapkan lokasi p nugasan bagi SDM kesehatanl, 

3) Mj ngajukan usulan encana kebutuhan SDM ke ehatan kepada Badan 

PPSDM Kesehatan . 

4) Mejngkoordinasikan elaksanaan rekrutmen dan skleksi SDM Kesehatan 

ya g berasal dari wil ah kerjanya. 

5) Me yediakan fasilita pelayanan kesehatan, alat ke .ehatan, perbekalan 
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kr sehatan, sediaa farmasi dan fasilitas lainnyi sesuai dengan standar 

pelayanan yang dit tapkan. 

~engeluarkan Sur t ljin Praktik bagi SDM ke ehatan yang ditugaskan 

<1husus Dinas Kes hatan kabupaten/Kota) . 

enerbitkan SMPK an melaporkan kepada Bada PPSDM Kesehatan. 

perpanjangan penugasan husus SDM kesehatan 

M Kesehatan. 

emantau proses elaksanaan penugasan khus s di fasil itas pelayanan 

kj .sehatan serta kin rja SDM Kesehatan yang ditu askan. 

c. Mitra l erjasama: ' 

1) Mj laksanakan prols rekrutmen dan seleksi S M Kesehatan bersama

sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupate /Kota 

2) M~mberikan mater pembekalan untuk persiap n keberangkatan SDM 

K~sehatan . 
3) M~ngatur proses emberangkatan dan pemul ngan SDM Kesehatan 

I 
b1rkoordinasi deng Dinas Kesehatan Propinsi/K bupaten/Kota. 

4) Mymonitor keberad n dan kinerja SDM Kesehata bersama-sama dengan 

pit pinan fasilitas elayanan kesehatan lokasi enugasan serta Dinas 

Kesehatan Propinsil abupaten/Kota. 
l 

5) Menyusun lapora perkembangan pelaksanj an penugasan SDM 

ncapaian target kinerja secar~ berkala sesuai dengan 

para pihak yang terka it. 

Kl sehatan beserta 

kesepakatan denga 

d. Fasilita. Pelayanan Kesetatan: 

1) M+ yusun uraian tutas dan program kerja yang ~arus dilaksanakan oleh 

SlM Kesehatan. 

2) M netapkan outputA rget kinerja yang harus dicap~ i oleh SDM Kesehatan 

da I mengawasi pros s pencapaiannya. I 

3) Merfasilitasi kebutu an fasilitas pelayanan kese atan dan bahan habis 

4) 

5) 

paRai yang dibutuhk SDM Kesehatan untuk pelak anaan tugasnya. 

Me akukan pembin n khususnya kepada resi en senior dalam hal 

pel ksanaan pelayan n medik spesialistik di unit ke~anya . 
Me akukan penilaian inerja terhadap SDM Kesehat n yang ditugaskan dan 

sel njutnya melapor n hasil penilaian kinerja ke ada Dinas Kesehatan 

Propinsi/Kabupaten/ ta. 
t 
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e. SDM ~esehatan : 
1) ~ematuhi kewajib n yang tertera dalam perj~ njian kerja yang telah 

dltandatangani yan bersangkutan. 

2) Jenyusun jadwal pelaksanaan program kerj~ yang ditugaskan oleh 

p mpinan unit kerja ya. 

3) ~elaksanakan pro am kesehatan di unit kerjany~ sesuai kompetensi yang 

dmiliki. 

4) Bagi dokter spesia!/residen senior, melaksanak~n alih pengetahuan dan 

k! trampilan bagi te ga kesehatan setempat. 

5) Jfenyusun dan m nyampaikan laporan bulanan tentang pelaksanaan 

p ogram kerja ke da pimpinan unit kerja da~ mitra kerjasama yang 

m rekrutnya. 

6) Mt laporkan hasil llaksanaan penugasan sete+ selesai melaksanakan 

3
.
2

. Hak: ml sa penugasan k sus. 

a. Departemen Kesehatan. 

Menerrima laporan hasil elaksanaan dari Mitra Kerjasa a. 

b. Din as \Kesehatan Propin i/Kabupaten/Kota: 

1) Memperoleh SDM Kesehatan sesuai dengan 1Jmlah dan jenis yang 

dit!etapkan oleh Men ri Kesehatan. 

2) Memberikan rekom ndasi pemberhentian atau p· rpanjangan penugasan 

khusus SDM Keseh 

3) Menerima laporan d ri mitra kerjasama dan fasilitas pelayanan kesehatan. 

c. Mitra 1erjasama: 

MempTroleh biaya pelaianaan pekerjaan sesuai den an kesepakatan dalam 

perjanjian kerjasama/ko rak. 

d. Fasilitaf pelayanan kese tan: 

1) Memperoleh SDM sehatan sesuai kompetensi t ang dibutuhkan di unit 

ke ·anya. 

2) Me olak SDM Keseh~tan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

3) Menerima laporan del-i SDM Kesehatan yang bertug s. 
I 

e. SDM Kesehatan : 

1) Me[nperoleh biaya terjalanan dari propinsi do isili terakhir ke lokasi 

pe~ugasan (pergi da~ pulang). 
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2) ~emperoleh inseln1f dari Departemen Kesehata( sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan ol Menteri Kesehatan. 

3) t emperoleh uan makan/orang/bulan dan asilitas lainnya sesuai 

kl mampuan Peme ntah Daerah setempat. 

Mekanisme P±ebayaran 

4.1. Mekanism . ltata cara pemba aran pelaksanaan penugasa khusus SDM Kesehatan 

kepada litra kerjasama aupun kepada SDM Keseh tan yang bersangkutan 

dilakukan j esuai ketentuan raturan perundang-undanga yang berlaku dan sesuai 

dengan kel epakatan perjanji n kerjasama/kontrak. 

4.2. Jumlah d na yang dibaya an kepada mitra kerjasam maupun kepada SDM 

Kesehatan yang bersangkut n dilakukan sesuai kesepakat n yang tercantum dalam 

perjanjian erja sama/kontra 

PENUGASAN HUSUS DOKTERISPESIALISIRESIDEN SENIOr 

Untuk penugas n khusus doktej spesialis/residen senior, p~aksanaan pedoman ini 

dilakukan denga ketentuan tamb an sebagai berikut: 

1. Merupakan bagian dari k bijakan percepatan peningk tan akses dan mutu 

pelayanan r edik spesialistik. 

2. Urutan prioritas jenis Spesiali~si: 
a. Spesill lisasi Dasar (4 bi ang) : Bedah, Penyakit Dalam,(Kebidanan dan Penyakit 

Kand ngan, serta Kese tan Anak. 

b. Spesi lisasi Penunjang (4 bidang): Anestesi , Radiolpgi, Patologi Klinik dan 

RehaJilitasi Medik. 
1 

1 

c. SpesiJiisasi lainnya sesrai kebutuhan daerah berdas~rkan pertimbangan Tim 

Pelak ana Penugasan ihusus Dokter Spesialis/Resi~en Senior Departemen 

Kesehj tan . , 

3. Kriteria Lokasi Penugasan: 

a. Kabupbten/Kota yang telah menandatangani Not Kesepahaman atau 

Memofandum of Under. tanding (MoU) dengan Dep rtemen Kesehatan dan 

Faku lt~s Kedokteran/Ke kteran Gigi. 

b. RSUD Kabupaten/Kota ang mengalami kekosongan okter spesialis tertentu 

dan emiliki alat kese atan, perbekalan kesehatan sediaan farmasi dan 

fasilita lainnya sesuai dengan standar pelayanan dan kompetensi yang 

dibutu kan bidang spesi isasi terkait. 

c. Khusu . Residen Senior sea Jenjang I PPDS/PPDGS, lokasi penugasan pada 
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4. ebutuhan Dokte Spesialis/Residen Senior (ju lah dan jenis) diusulkan 

5. 

6. 

7. 

8. 

kepada Badan PPSDM sehatan dan dilengkapi 

dengan i formasi fasilitas pelayanan kesehatan, per ekalan kesehatan, alat 

kesehata , sediaan farmasi tenaga mitra spesialis, fasilit s dan insentif penunjang 

lainnya ylg dapat disedia n oleh Pemerintah Daerah. alam hal Kelompok Kerja 

(Pokja) P rcepatan Penin atan Akses dan Mutu Pela anan Medik Spesialistik 

Daerah ( I ropinsi/Kabupate /Kota) telah dibentuk, prose pengusulan kebutuhan 

dikoordinjikan oleh Pokja i i. 

Usulan dfar nama Dokte Spesialis/Residen Senior y;g mengikuti penugasan 

khusus di ampaikan oleh D an Fakultas Kedokteran kepa a Kepala Badan PPSDM 

Kesehata untuk ditetapkan leh Sekretaris Jenderal atas ama Menteri Kesehatan. 

Residen · enior yang ak n ditugaskan diberikan Se ifikat Kompetensi yang 

dikeluarkal Ketua Program tudi Fakultas Kedokteran terk it. 

Dokter sprialis yang ditug skan harus mempunyai Sura Tanda Registrasi (STR) 

yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 

Surat ljin !Praktek (SIP) ba i Dokter Spesialis/Dokter Gi i Spesialis dan Residen 

Senior ya g melaksanaka penugasan khusus, dikelua kan oleh Kepala Dinas 

Kesehatal Kabupaten/Kota kasi penugasan dan berlaku ntuk tempat serta waktu 

tertentu. 

9. Masa penl gasan Residen nior Pasca Jenjang I PPDS/f PDGS selama 6 (enam) 

bulan sesuai dengan ketentu n program pendidikan. '1 

10. Pelaksanabn konsultasi, su rvisi medis dan pembinaan agi para Residen Senior 

yang bert gas menjadi ta gung jawab RSUD tempat tugas bersama dengan 

1. 

2. 

Fakultas Kedokteran/Kedo teran Gigi Pengampu. 

bertanggu gjawab mengupa akan bantuan hukum apabila 

Kesehatan 

Pembinaa1, pengawasan da pengendalian dilakukan terh dap keseluruhan proses 

penyelengTaraan penugasa khusus SDM Kesehatan . B dan PPSDM Kesehatan 

bertanggul gjawab untuk m lakukan koordinasi secara t rpadu bersama dengan 

Dinas Kesehatan Propinsi/K upaten/Kota, fasilitas pelaya an kesehatan serta mitra 

kerjasama. 

Pembinaa , pengawasan ~dan pengendalian dilakuk n melalui mekanisme 

pelaksana9n supervisi, monitlring dan evaluasi sebagai beri . ut: 
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, I 
a. Supervisi dan monitorit secara berkala 

1 

b. Eval asi pelaksanaan rogram pada akhir tahun anggf ran 

Dalam pel ksanaan supervi i, monitoring dan evaluasi dig,unakan instrumen sesuai 

dengan ke erluan. \ 

3. Pelaporan hasil monitoring d n evaluasi sebagai berikut: I 
I 

a. Penugasan khusus se ra langsung oleh Departemeh Kesehatan . Mekanisme 

pela ara berjenjang: I 
1) Pimpinan fasilit s pelayanan kesehatan \ mengirimkan laporan 

pelaksanaan tug SDM Kesehatan kepada ~epala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota. \ 

2) k epala Dinas Ke ehatan Kabupaten/Kota men~irimkan laporan kepada 

~epala Dinas Kes hatan Propinsi. 

3) Kepala Dinas K ehatan Propinsi melaporkan kepada Kepala Badan 

PPSDM Kesehata . 

4) r elaporan hasil m nitoring dan evaluasi dilaksaryakan tiap 1 (satu) tahun 

sekali, pada akhir hun anggaran. ' 

b. PenuJasan khusus engan perjanjian kerjasa a/kontrak. Mekanisme 

pelaporan dilaksanaka sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja 

sama/kontrak. 

4. Sanksi I 
a. Sanksi dapat d ikena~a~ apabil~ terjadi pelanggaran t rhadap ketentuan yang 

tercantum dalam perjantan kerJasama/kontrak sebagCV pelaksanaan pedoman 

ini. V I 
b. sanksi akan diatur lebih fnci dalam perjanjian kerjasan)a/kontrak. 

VI. PENUTUP 

Pedoman Pelaksanaa Penugasan Khu us SDM Kesehatan dalam ra~gka peningkatan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan di fa litas pelayanan kesehatan li erah terpencil, sangat 

terpencil , tertinggal, perbatasan, p lau-pulau kecil terluar, t.dak diminati, rawan 

bencana/mengalami bencana dan kon ik sosial diterbitkan oleh enteri Kesehatan agar 
1 

dijadikan acuan bagi s1mua pihak yang t rkait. 

~~ENTERIKE~HATAN, 

~~ 

dr. Endang Rahayu Sedy~ningsih, MPH, Dr.PH 
l 


